BAB 5.
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tax review dan yang dilakukan atas pelaksanaan kewajiban
perpajakan PT dPi terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) pada tahun 2018, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1 PT dPi sebagai wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu
dengan mendaftarkan diri untuk memperolehn Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP), melakukan pembukuan dan melakukan penghitungan, pemotongan,
penyetoran dan pelaporan SPT atas PPh Pasal 4 Ayat (2), Pasal 21, Pajak
Penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun
2018, sertaPPN.

2 Berdasarkan hasil tax review pelaksanaan kewajiban PPh oleh PT dPi adalah PT
dPi telah melaksanakan seluruh kewajiban PPh yang berkaitan dengan usaha yang
dijalankan yaitu PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, dan PP Nomor 46 tahun 2013
serta PP Nomor 23 tahun 2018. Walaupun telah melaksanakan kewajiban
perpajakannya, PT dPi masih melakukan beberapa kesalahan baik kesalahan
secara materiil maupun formal. Hasil tax review pelaksanaan kewajiban PPh yaitu
sebagaiberikut:

a. Dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2), PT dPi belum
melaksanakan kewajibannya untuk memotong, menyetor, dan melapor PPh
Pasal 4 Ayat (2) terhadap sewa tanah dan bangunan. Selain itu, terdapat
komponen yang tidak dicantumkan dalam laporan laba rugi perusahaan.

b. Dalam melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, perhitungan
perpajakannya masih belum tepat karena PT dPi belum mencantumkan
komponen bukan pegawai kedalam SPT yang mengakibatkan Pajak terutang
Pasal 21 menjadi kurang bayar. Selain itu PT dPi tidak tepat waktu dalam
melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan untuk setiap masa
pajak 2018.
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c. Dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor
46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018, PT dPi telah melakukan
perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan antara angka peredaran bruto yang
digunakan sebagai dasar pengenaan pajak untuk menghitung Pajak
Penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013, PP Nomor 23
Tahun2018, dan angka peredaran bruto yang terdapat dalam laporan
penjualan PT dPi tahun 2018. Sehingga dalam menjalankan kewajiban pajak
penghasilannya, dapat disimpulkan bahwa PT dPi telah melakukan kewajiban
perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajakpenghasilan menggunakan PP
Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan benar sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan tidak
menyebabkan adanya kurang bayar yang dapat merugikan PT dPi.

3 Dalam melaksanakan kewajiban PPN oleh PT dPi, PT dPi telah menghitung Pajak

Keluaran dan PPN yang kurang dibayar (KB) dengan tepat. Walaupun begitu PT
dPi masih telat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan untuk setiap masa
pajak pada tahun 2018.

Terkait belum dilaporkannya kewajiban pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), PT
dPi berpotensi dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp.28.000.000. Untuk Pajak
Penghasilan Pasal 21, keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan
mengakibatkan PT dPi berpotensi dikenakan denda sebesar Rp. 5.652.498. Terkait
pajak penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23
Tahun 2018, PT dPi juga melakukan keterlambatan dalam penyetoran dan
pelaporan. Hal tersebut mengakibatkan PT dPi berpotensi dikenakan sanksi
administrasi sebesar Rp. 4.852.731. Terkait Pajak Pertambahan Nilai, atas
keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan, PT dPi berpotensi dikenakan
sanksi administrasi sebesar.Rp. 58.476.438. Berikut merupakan rekapitulasi

kemungkinan sanksi perpajakan yang dikenakan terhadap PT dPi.
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Tabel 5. 1.

Kemungkinan Sanksi Perpajakan PT dPi (dalam rupiah)

Jenis Pajak Total Sanksi
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 6.470.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 5.652.498
PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 5.012.044
Tahun 2018
Pajak Pertambahan Nilai 58.476.438
Total 75.610.980

Sumber: Olahan Peneliti
Total sanksi yang dikenakan PT dPi karena ketidakpatuhan dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya adalah sebesar Rp.75.610.980

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian berupa review atas PPh dan PPN sebagai dasar untuk
meminimalisir sanksi perpajakan, saran yang diberikan untuk PT dPi adalah sebagai
berikut:

1 PT dPi wajib memahami dengan baik seluruh kewajiban perpajakan yang terkait
dengan PPh dan PPN vyaitu mengenai kewajiban akan memotong, memungut,
menyetor, dan melapor. Selain itu, PT dPi juga wajib memiliki pengetahuan akan
sanksi-sanksi perpajakan yang berpotensi dikenakan jika tidak melaksanakan
kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman yang baik
mengenai kewajiban dan sanksi perpajakan tentunya akan meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran PT dPi untuk melaksanakan seluruh kewajibannya
dengan tepat.

2 PT dPi sebaiknya menyimpan dengan baik dokumen-dokumen dan bukti yang
berkaitan dengan perpajakan dan juga transaksi yang telah dilakukan. Hal ini
berguna jika terdapat pemeriksaan terhadap PT dPi maka seluruh transaksi yang
dilaporkan dalam SPT dapat dibuktikan dengan dokumen yang sesuai, dan juga
dapat mendukung proses pemeriksaan agar berjalan dengan lancar.

3 PT dPi sebaiknya melakukan pencatatan khusus terkait kewajiban pemotongan
agar seluruh kewajiban perpajakan dapat dilaksanan tepat waktu dan tidak

terlambat.



4. PT dPi sebaiknya meminta bukti potong kepada pihak ketiga yaitu bank atas
pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2). Bukti potong dapat digunakan oleh perusahaan
untuk membandingkan total nilai yang dipotong oleh pihak ketiga dengan
perhitungan yang telah dihitung oleh PT dPi.Selain itu bukti potong juga dapat
menjadi dokumen pembanding saat perusahaan memasukkan total nilai kedalam
SPT Tahunan PPh Badan.

5 Perusahaan sebaiknya melakukan tax review terhadap perhitungan, penyetoran,
dan pelaporan kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan secara rutin setiap
bulannya guna mencegah adanya kesalahan yang sama pada bulan berikutnya.

6. PT dPi sebaiknya melakukan perencanaan pajak secara rutin agar beban pajak PT
dPi dapat semakin efisien dan penghematan pajak yang ditimbulkan dapat

dialokasikan pada kegiatan operasional lain PT dPi.
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